
PENETAPAN – SOP – DAFTAR INVENTARIS RUANG BARANG MILIK NEGARA 

2025 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 28 
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAFTAR INVENTARIS 
RUANG BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO. 
 

ABSTRAK :  bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah; 

  bahwa dalam rangka tertib administrasi, pengelolaan, dan penatausahaan 
Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Purworejo.   

 
     

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Purworejo ini adalah: 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6512); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533)  sebagaimana telah 
diubah dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6523); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 



Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan 
Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1817); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 Tahun 2021 
tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471); Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor  198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 
 

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo 

Nomor 28 Tahun 2025 diatur tentang: 

1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Daftar Inventaris Barang Milik 
Negara (BMN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo. 2. Pejabat/Staf 
yang ditunjuk sebagai penanggung jawab ruangan wajib memelihara dan 
melaporkan kondisi Barang Milik Negara (BMN) yang ada di ruangannya 
secara berkala kepada Pejabat Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN). 
 

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 
tanggal 9 Desember 2025. 

- Lampiran 6 halaman. 


